BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT MADANI TAMAN

SEPANJANG SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabah@h Yang Direalisasi Sebelum
Barang Yang Dijual Kepada Nasabah Menjadi Milik BMT Madani.
1. Waktu Realisasi Akad Pembiayaan Murabahgh
Murabahjh merupakan produk pembiayaan perbankan syariah
yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Murabahh
adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang menyatakan harga awal
ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh nasabah dan lembaga
keuangan syariah. Dari syarat-syarat murabah@h yang sudah dijelaskan
pada bab sebelumnya ada salah satu syarat murabahjh yang tidak
terpenuhi oleh BMT Madani. Salah satunya syarat yang tidak
terpenuhinya adalah ketika terjadi akad pembiayaan Murabahgh, yang
mana pihak BMT Madani belum memiliki barang dan menguasai barang
yang dijualnya.
Ada empat kasus yang mengenai akad Murabah@h yang direalisasi
sebelum barang yang dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani.

yaitu terjadi pada nasabah M. Jusrianto, Sugianto, Slamet dan Asih yang
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sama-sama pedagang di pasar Sepanjang dan melakukan pembiayaan
murabahih di BMT Madani.

Yang pertama, M. Jusrianto mengajukan pembiayaan Murabahah
untuk membeli ayam seharga Rp 6.000.000 dan pada kenyataannya ayam
tersebut hanya seharga Rp 2.000.000. BMT Madani belum membeli
ayam tersebut dan masih menyuruh M. Jusrianto untuk membeli , tetapi
BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus marginnya dan
melakukan akad jual, terecalisasi pada tanggal 3 Febuari 2016 dan
pembelian ayam dilakukan dua hari setelah terealisasinya akad
pembiayaan Murabahih.

Kedua, Sugianto mengajukan pembiayaan Murabah@h untuk
membeli janggelan seharga Rp 5.000.000 pada kenyataannya janggelan
tersebut hanya seharga Rp 2.000.000. Namun BMT Madani belum
membeli janggelan tersebut dan masih menyuruh Sugianto untuk membeli
, tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus marginnya dan
melakukan akad jual, dan BMT Madani merealisasikan tanggal 1 Juli
2015 dan pembelian dilakukan sehari setela realisasinya akad pembiayaan
murabahgh .

Ketiga,Slamet mengajukan pembiayaan murabahjh untuk
pembelian mesin cuci seharga Rp 3.000.000 sedangkan kenyataannya
mesin cuci tersebut hanya seharga Rp 2.000.000. BMT Madani belum
membeli mesin cuci tersebut dan masih menyuruh Slamet untuk membeli,

tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus marginnya dan
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melakukan akad jual. BMT Madani merecalisasikan pada tanggal 20
Febuari 2015 dan pembelian dilakukan tiga hari setelah realisasinya akad
murabahah.

Yang terakhir, bernama Asih mengajukan pembiayaan murabahih
untuk pembelian televisi seharga Rp 3.000.000 pada kenyataannya
televisi tersebut hanya seharga Rp 2.000.000. BMT Madani belum
membeli televisi tersebut dan masih menyuruh Slamet untuk membeli ,
tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus marginnya dan
melakukan akad jual.dan BMT merealisasikan pada tanggal 7 Mei 2015,
yang mana pihak BMT Madani belum memiliki dan menguasai barang
yang dijualnya.

Ada sebuah hadis mengenai masalah yang terjadi di atas yang
diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bayhagi dan Ibnu Hibbar dengan Sanad
yang hasan; bahwa Hakim bin Hazim berkata;'
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“Wahai Rasulullah sesungguhnya aku membeli barang jualan,
apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya
untukku?” Rasulullah bersabda : Jika kamu telah membeli sesuatu
maka janganlah kau jual sebelum ada di tanganmu”.

! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, ...64
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Berdasarkan hadis di atas, maka terjalinnya akad jual beli

murabahgh di BMT Madani Sepanjang tidak selaras dengan sabda nabi

kepada sahabatnya tersebut karena ketika terjadi akad, pihak BMT belum

memiliki dan menguasai barang yang dijualnya.

Sejalan dengan hadis di atas, barang yang diperjualbelikan dengan

akad murabah@h harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.

Milik sendiri

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin
pemiliknya juga tidak sah menjual barang-barang yang baru akan
menjadi miliknya.?
Barang yang diperjuabelikan harus ada di genggaman

Dibolehkan memperjualbelikan segala sesuatu yang belum
menjadi milik sepenuhnya, tapi dengan syarat memberi ganti terlebih
dahulu atas barang yang diperjual belikan tersebut sebelum dan sesudah
barang diterima. Orang yang membeli suatu barang juga dibolehkan
menjual kembali barang itu, menghibahkannya, atau mengelolanya,
jika barang tersebut sudah diterimanya. Jika barang tersebut belum
diterima olehnya, ia tetap boleh mengelolanya dengan segala bentuk
yang disyariatkan kecudli memperjualbelikannya. Jadi
memperjual belikan barang sebelum diterima, tidak dibolehkan.?

Jika barang dijual dari orang yang belum menguasai dan

memilikinya, maka hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut

2 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah . (Bogor: Ghalia Indonesia,2011),70.
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tidak mungkin dijual dengan cara murabahgh dengan barang itu
sendiri, karena barang itu tidak ada dalam kekuasaanya dan bukan
miliknya. Seperti yang dilakukan BMT Madani dari keempat nasabah
yang di atas mengajukan pembiayaan murabah@h untuk pembelian
barang. Sedangkan barang tersebut belum dimiliki BMT Madani.
Tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus margin,
sebelum barang dikuasai dan merealisasikannya pada saat itu juga.
Atas dasar norma hukum Islam di atas, maka apa yang dilakukan
oleh BMT Madani sebagaimana dinyatakan di atas tidak memenuhi

unsur sebagaimana dinyatakan dalam norma jual beli murabahih.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Realisasi Pembelian Barang Oleh Nasabah
Yang Menjadi Wakil BMT Madani Tidak Sesuai Dengan Jumlah Yang
Diwakilkan Kepadanya.

Kasus pertama M. Jusrianto sebagai wakil dari BMT Madani diberi
kuasa untuk membeli ayam atas nama BMT Madani seharga Rp 6.000.000.
Dalam realisasinya jusrianto membeli ayam hanya seharga Rp 2.000.000.
Berarti ada Rp 4.000.000 uang yang oleh M. Jusrianto tidak dibelikan ayam.
Ini tidak sesuai dengan akad wakatah yang sudah disepakatinya dengan BMT
Madani.

Kasus kedua, Sugianto diberi kuasa sebagai wakil BMT Madani untuk
membeli janggelan seharga Rp 5.000.000. Dalam realisasinya Sugianto

membeli janggelan hanya seharga Rp 2.000.000. Berarti ada Rp3.000.000
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uang yang oleh Sugianto tidak dibelikan janggelan. Ini tidak sesuai dengan
akad wakakah yang sudah disepakatinya dengan BMT Madani.

Kasus ketiga, Slamet diberi kuasa sebagal wakil BMT Madani untuk
membeli mesin cuci seharga Rp 3.000.000. Dalam realisasinya Slamet
membeli mesin cuci seharga Rp 2.000.000. Berarti masih ada uang
Rp1.000.000 yang oleh Slamet tidak dibelikanmesin cuci. Ini tidak sesuai
dengan akad wakakah yang sudah disepakatinya dengan BMT Madani.

Kasus keempat, Asih sebagai wakil dari BMT Madani untuk membeli
televisi seharga Rp 3.000.000. Dalam realisasinya Asih membeli televisi
seharga Rp 2.000.000. Berarti masih ada vang Rp1.000.000 yang oleh Asih
tidak dibelikan televisi. Ini tidak sesuai dengan akad wakakah yang sudah
disepakatinya dengan BMT Madani.

Menurut hukum Islam kewajiban yang harus dipenuhi seorang wakil
dalam Wakatah untuk membeli barang adalah sebagai berikut:

a) Membeli dengan harga yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

b) Membeli barang yang tidak cacat. Ini adalah menurut jumhur ulama
selain Abu Hanifah.

¢) Menurut para ulama Mazhab Hanafi wakil harus membeli sesuatu yang
ditentukan untuk muwakkil-nya, bukan untuk dirinya dan kerabatnya.

d) Menurut para ulama Mazhab Maliki, wakil harus melakukan sesuatu yang

mengandung maslahat bagi muwakkil.
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e) Menurut para ulama Mazhab Hanafi, jika wakil menyalahi syarat-syarat
yang ditetapkan muwakkil , maka dia telah membeli untuk dirinya
sendiri.*

Dilihat dari kewajiban wakil di atas, maka seorang wakil tidak
memenuhi kewajibannya mana kala ia menyalahi syarat-syarat yang telah
disepakatinya dengan muwakkil. Dalam kasus di BMT Madani di atas pihak
wakil tidak membelikan semua dana yang diberikan oleh muwakkil untuk
keperluannya sesuai akad.

Menurut pandangan mazhab Syafi’i, akad tersebut dilarang karena
wakil menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad terjadi.
Dengan kata lain, penyimpangan tersebut adalah bathil.>

Jadi, dilihat dari ketentuan hukum Islam, apa yang dilakukan oleh
keempat nasabah tersebut sebagai wakil BMT Madani adalah salah karena ia

tidak melaksanakan kewajiban wakil dengan semestinya.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahgh
Berdasarkan Harga Pokok Yang Tidak Riil Sebagai Barang Yang
Dijualbelikan.

Dari data yang sudah disajikan pada bab tiga, diketahui adanya fakta
harga pokok dalam pembiayaan murabahjh di BMT Madani bukan
merupakan harga yang riil. Hal itu tercermin pada kasus-kasus yang ada di

bawah ini.

*Wahbah Az-Zuhaili, Figih Isam Wa Adilatuhu. (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr 2011),633.
5> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),236
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BMT Madani memeberikan pembiayaan murabahgh kepada M.
Jusrianto, barang yang diperjualbelikan adalah ayam. Dalam akad dinyatakan
harga ayam Rp 6.000.000. tapi kenyataannya ayam yang dijual oleh BMT
Madani harganya hanya Rp 2.000.000. Uang yang masih tersisa sebesar Rp
4.000.000 tidak dibelikan ayam. Jadi ada ketidak sesuaian antara harga pokok
ayam yang ada dalam akad dengan harga yang riil. Harga yang ada dalam
akad Rp 6.000.000 adalah harga yang tidak riil, harga yang tidak senyatanya,
cuma harga bohongan. Harga yang riil adalah Rp 2.000.000. Sisa uang Rp
4.000.000 harusnya dikembalikan oleh M. Jusrianto kepada BMT Madani.

Berikutnya pembiayaan murabahfh oleh BMT Madani terhadap
Sugianto, berupa janggelan. Dalam akad dinyatakan harga janggelan Rp
5.000.000. pada kenyataannya janggelan yang dijual oleh BMT Madani
harganya hanya Rp 2.000.000. Uang yang masih tersisa sebesar Rp 3.000.000
tidak dibelikan janggelan. Jadi ada ketidak sesuaian antara harga pokok
janggelan yang ada dalam akad dengan harga yang riil. Harga yang ada dalam
akad Rp 5.000.000 adalah harga yang tidak riil, harga yang tidak senyatanya,
cuma harga bohongan. Harga yang riil adalah Rp 2.000.000. Sisa uang Rp
3.000.000 harusnya dikembalikan oleh Sugianto kepada BMT Madani.

BMT Madani memeberikan pembiayaan murabahjh kepada Slamet,
barang yang diperjualbelikan adalah mesin cuci . Dalam akad dinyatakan
harga mesin cuci Rp 3.000.000. tapi kenyataannya mesin cuci yang dijual
oleh BMT Madani harganya hanya Rp 2.000.000. Uang yang masih tersisa

sebesar Rp 1.000.000 tidak dibelikan mesin cuci. Jadi ada ketidak sesuaian
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antara harga pokok ayam yang ada dalam akad dengan harga yang riil. Harga

yang ada dalam akad Rp 3.000.000 adalah harga yang tidak riil, harga yang

tidak senyatanya, cuma harga bohongan. Harga yang riil adalah Rp 2.000.000

Sisa uang Rp 1.000.000 harusnya dikembalikan oleh Slamet kepada BMT

Madani.

Pembiayaan murabah@h oleh BMT Madani terhadap Asih, berupa
televisi. Dalam akad dinyatakan harga televisi Rp 3.000.000. pada
kenyataannya televisi yang dijual oleh BMT Madani harganya hanya Rp
2.000.000. Uang yang masih tersisa sebesar Rp 1.000.000 tidak dibelikan
televisi. Jadi ada ketidak sesuaian antara harga pokok televisi yang ada dalm
akad dengan harga yang riil. Harga yang ada dalam akad Rp 3.000.000 adalah
harga yang tidak riil, harga yang tidak senyatanya, cuma harga bohongan.
Harga yang riil adalah Rp 2.000.000 Sisa uang Rp 1.000.000 harusnya
dikembalikan oleh Asih kepada BMT Madani.

Dalam norma hukum Islam yang namanya jual beli murabah@h adalah
jual beli yang didasarkan atas harga pokok ditambah dg keuntungan. Ini
tercermin dalam beberapa devinisi tentang jualbeli murabahh antara lain:

1. Jual beli murabah@h, yaitu menjual barang sesuai dengan harga
pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. Contoh jual beli
murabah@h, seperti yang disebutkan ulama Malikiyah, adalah pemilik
barang menyebutkan beberapa dia membeli barang dagangan, setelah itu
dia minta keuntungan tertentu, baik secara global (seperti dengan

mengatakan, “Aku membeli barang ini dengan harga sepuluh dinar, dan
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aku meminta untung satu atau dua dinar”,) atau dengan terperinci (seperti
dengan mengatakan, “ Aku minta untung satu dirham untuk setiap
dinarnya,”). Dengan kata lain, penjual bisa meminta keuntungan tertentu,
atau minta keuntungan sesuai dengan persentase tertentu. Adapun
menurut ulama Hanafiyah, murabahh adalah memindahkan hak milik
sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah
keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah, murabahih adalah menjual barang sesuai barang dengan modal
yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu
dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat
kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang
dikeluarkan penjual.®
2. Heri Sudarsono mendefinisikan murabahih sebagai jual beli barang pada
harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak
bank dengan nasabah. dalam murabah@h, penjual menyebutkan harga
pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba
dalam jumlah tertentu.’
Atas dasar norma hukum Islam mengenai murabah@h ini maka apa
yang dilakukan oleh BMT Madani sebagaimana dinyatakan di diskripsikan di
atas itu tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dinyatakan dalam norma

jual beli murabahgh. Karena harga pokok dalam akad itu bukan harga pokok

¢ Ibid. Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam...357.
" Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan ilustrasi (Y ogyakarta:
Ekonisia, 2004),62.
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yang sebenarnya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya
(harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui
dengan taksiran dan dugaan. Seperti Harga pokok ayam yang di akadkan
dengan M. Jusrianto sebesar Rp 6.000.000 pada kenyataanya harga pembelian
barang cuma Rp 2.000.000. BMT Madani menjual ayam harusnya dengan
harga pokok yang Rp 2.000.000, bukan dengan harga pokok Rp 6.000.000. M.
Jusrianto harusnya mengembalikan uang yang tersisa sebesar Rp 4.000.000
karena tidak jadi dibelikan ayam. Jadi harga barang dalam akad murabahjh
itu tidak riil karena yang diakadkan bukan harga barang yang sebenarnya,
sehingga dapat dibilang harga dalam murabahh tersebut harga palsu.

Atas dasar norma hukum Islam di atas, maka apa yang dilakukan oleh
BMT Madani sebagaimana dinyatakan di atas tidak memenuhi unsur

sebagaimana dinyatakan dalam norma jual beli murabahgh.



